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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan
Dearah Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus-
TPK/2022/PN)”. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun
1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel
No.552/KPTS/IV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan
Swarna Dwipa mengangkat Augic Yahya Bunyamin Bin Bunyamin (Terdakwa I).
Pada bulan April 2017 panitia pengadaan melakukan proses lelang pengadaan
barang dan jasa PD Perhotelan Swarna Dwipa yang diikuti sebanyak 5 perusahaan,
namun 4 perusahaan menyatakan tidak pemah mengajukan penawaran melainkan
yang mengajukan adalah Juliansyah dan Tim atas perintah Ahmad Tohir, S.T,
M.T Bin Hasbini (Terdakwa II) yang menandatangani 4 perusahaan tersebut
dengan tujuan memenangkan perusahaannya yaitu PT. Palcon Indonesia - PT.
Sayopi Karyatama KSO. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan
Para Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal
55 ayat (1) ke - | KUHPidana. Dari penulisan skripsi ini penulis menarik
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembuktian JPU berhasil dalam
pengungkapan kasus ini dengan berbagai teori pembuktian hukum walaupun
dengan berbagai faktor penghambat dengan tujuan mengungkapkan kebenaran.

Kata Kunci : Pembuktian Hukum, Tindak Pidana Korupsi

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I Dgsen Pembimbing

. 199512192022032015

a

NIP. 196509181991022001
Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

S IA

NIP. 196802211995121001
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Melalui perubahan ini, maka
ketentuan didalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia
berdasar atas hukum (rechtsstaaf), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtsstaat)” telah dituangkan di dalam batang tubuh UUD 1945. Hal ini
mengingat melalui perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi penjelasan.
Pencantuman negara Indonesia adalah negara hukum, didalam konstitusi secara
sadar oleh pendiri bangsa maupun pelaku perubahan UUD 1945 menunjukkan
konsensus bersama bangsa ini untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai

negara hukum.!

Tegak berdirinya hukum suatu bangsa merupakan sebuah modal dasar bagi
kelancaran pembangunan. Telah banyak produk-produk hukum yang dihasilkan
mulai dari Undang-Undang hingga keputusan presiden. Namun semua itu belum
dapat menciptakan kesejahteraan rakyat dalam arti sesungguhnya. Satu dari

banyak persoalan hukum yang pelik, yang bangsa ini masih berjuang sampai hari

! Novianto M.Hantoro, “Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang tentang Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal DPR RI (Negara Hukum: Membangun Hukum
untuk Keadilan dan Kesejahteraan), Vol. 229, No. 170, 2016, him. 155, Diakses pada tanggal 22
September 2023, Pukul15.47 hitps://jumnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/229/170.




ini adalah menuntaskan agenda pemberantasan korupsi. Definisi korupsi
dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung dari disiplin ilmu yang menjadi
titik pijak. Dari segi bahasa, sosiologi, antropologi, ekonomi dan hukum dapat

menghasilkan definisi yang berbeda mengenai korupsi.?

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin
corruption atau corrupius, dari bahasa latin itu turun ke berbagai bahasa bangsa-
bangsa di Eropa, seperti Inggris, corruption, corrupt, Prancis corruption, dan
Belanda corruptive atau corruptive, yang kemudian turun ke dalam bahasa
Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari

kesucian.3

Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan
Poerwadarminta “korupsi” diartikan sebagai “perbuatan yang buruk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Sedangkan menurut
kamus besar bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau

penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. *

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia yakni
dalam Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan

Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkanlah juga dalam Undang-Undang

2 Marwan Effendi, Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya,
Referensi, Semarang, 2013, him. 12.

3 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedian Pustaka
Utama, Jakarta, 1991, him. 1.

* Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Universilas Lampung, Bandar
Lampung, 2010, him. 37.




No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tipikor. Lalu
Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian
tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan
akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus
2001), setelah itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal
21 November 2001. Selanjutnya korupsi terus menerus menunjukkan
perkembangannya, sebagai respon akan hal tersebut pemerintah kemudian
membentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas
korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi telah menggerogoti kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak
kemerdekaannya diproklamirkan. Oleh karena tidak pernah diberantas secara
bersungguh-sungguh hinggga tuntas, kejahatan tersebut terus berkembang bahkan
merajalela hingga terus merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

rakyat Indonesia.¢

Bahkan korupsi di Indonesia juga sudah merambah ke lembaga-lembaga
seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Secara sederhana, tindak pidana korupsi
dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan

atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri

® Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, him. 1.

6 Krisna Harahap, Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Grafitri, Bandung, 2009, him.
175.



sendiri yang dapat merugikan negara ataupun penyelewengan atau penggelapan

uang negara untuk kepentingan pribadi dan juga orang lain.”

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan
dengan tindak pidana lain diberbagai belahan dunia. Korupsi merupakan masa
lalu yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan
masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta
dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan

ini seakan menjadi sebuah budaya.?

Korupsi menjadi ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan
makmur. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.
Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak
pidana korupsi, namun baik di sektor publik maupun privat. Tindak pidana ini
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.’

Tindak pidana korupsi yang popular disebut sebagai penyalahgunaan
kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan

sosial.!® Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa

7 Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 35.

8 KPK, Tindak Pidana Korupsi, Cipta Karya Berdaya, Jakarta, 2019, him 1.
https:/facle kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/bukw/modul-materi-tindak-pidana-korupsi.
Diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 20.08.

9 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him. 1.

' Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung, 2007,
hlm. 37.




kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa

kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.!

Dengan melihat tindak pidana korupsi ini menjadi pusat perhatian, maka
fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh
tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan
yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan
oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan
sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut dengan istilah

white collar crime atau kejahatan kerah putih.'?

Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak
terkendali, perbuatan ini tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional,
tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.”* Tindak
pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), digolongkan sebagai tindak
pidana atau delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan
bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian

yang timbul tersebut harus telah terjadi. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji,

! John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, Teori Hukum Dari Perspektif
Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2014, him. 74.

12 Syahdi Buamona, White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan
Hukum Pidana, Fakultas Hukum UM, Parepare, 2020, him. 5.

13 Basrief Aricf, Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), Adika Remaja
Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 87.



oleh karena dalam praktiknya masih menjadi multi tafsir bagi Hakim atau aparat

penegak hukum lainnya terhadap unsur “melawan hukum”."

Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif,
eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar hingga ke dunia usaha.
Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan
tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.
Perkembangan korupsi di Indonesia juga masih tergolong tinggi, sedangkan
pemberantasannya masih sangatlah lamban. Romli Atmasasmita menyatakan
bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar keseluruh
tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an langkah-langkah untuk pemberantasannya
pun masih tersendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwasannya
korupsi itu berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu
penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,

keluarga dan kroninya.'®

Kondisi tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi salah satu
faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Di mata
internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah
satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan

sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra

14 Abdul Latif, “Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas
Pengujuan UU PTPK”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3, 2010, him. 49, Diakses pada tanggal 22
September 2023 pukul 16.26
https:/jj itusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/732/224/445
S Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek
Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004, him. 1.




ordinary crime). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini
digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di
masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus
menggunakan cara- cara luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus korupsi
di Indonesia yang dirilis di /ndonesia Corruption Watch (ICW) pada 21 Maret

2023, dengan data grafik sebagai berikut :

Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia
(2018-2022)
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Dilihat dari diagram di atas jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia
pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun di
tahun berikutnya hingga tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan
baik dalam jumlah kasus maupun tersangka. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri
bahwasannya perkembangan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia harus

ditangani dengan serius.



Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus
korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat
8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Kejagung
pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak
138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya
36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).'¢

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dalam menangani kasus-kasus
korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih
berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada
pengembalian aset atau keuangan negara. Namun kenyataannya, jalur pidana tidak
cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak
pidana korupsi. Pengembalian keuangan atau aset negara hasil tindak pidana
korupsi terasa sulit dilakukan karena pada umumnya tindak pidana korupsi
dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan

banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk menutupi perbuatan tersebut.!?

Dicermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah
bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang
terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya

melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

8 https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-
2022 Diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 21.43.

7 Tambok Nainggolan, “Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa
Supersemar”, Tesis Magister Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, him.
i id/handle/123456789/40375

4. https://repositori.usu.ac.i




penegak hukum. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya lebih
bersandar pada mekanisme hukum kebijaksanaan. Oleh karena itu, keputusan
yang berdasarkan hukum yang formal sering dirasa tidak lengkap atau bahkan
dianggap keterlaluan. Dengan demikian ketentuan tentang hukum yang seperti

demikian tidaklah akan pernah dirasakan dapat memenuhi makna keadilan.'®

Penyelesaian hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya sistem
pembuktian itu, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam
persidangan. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana
telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus

mempertanggungjawabkannya,'?

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh
para pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan
untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok
sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan

keputusan, %

Pembuktian merupakan masalah yang akan memegang peran dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa
apakah bersalah atau tidak. Pembuktian adalah ketentuan yang berisikan

penggarisan/pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang

'8 Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Nasional, Rajawali, Jakarta,
1986, him. 8.

' Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.
133.

% Bahtiar Effendic, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, Swrat Gugat Dan Hukum
Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, him. 50.



membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian yakni
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan
mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim, guna membuktikan

kesalahan terdakwa. 2!

Pembuktian tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Salah satu
ketentuan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan
tugasnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil yaitu
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, dengan
menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut secara jujur dan tepat
sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap dan pelakunya dijatuhi putusan

yang seadil-adilnya.

Dalam Hukum Acara Pidana terdapat pengaturan mengenai alat bukti yang
sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara
mengajukan bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai
suatu pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183-189 KUHAP. Pembuktian

diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Pasal 183,

2! M. Yahya Harahap, Pembah Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him.

252.
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 25.



184, 185, 186,187, 188 dan 189, dalam KUHAP sendiri pasal tersebut mengatur

tentang pembuktian umum. 2

Dalam beberapa hukum diluar kodifikasi, namun walaupun penyelesaian
tindak pidana tersebut tetap memakai sistem pembuktian yang diatur dalam
KUHAP. Ketentuan pada bidang tertentu justru menggunakan sistem pembuktian
terbalik, sistem tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang
diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi. Sistem pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B
Undang-Undang No. 20 tahun 2001, artinya dalam hukum pidana formil korupsi
diatur tentang hal-hal khusus tertentu saja, sedangkan secara umum tetap menurut

hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).%

Hukum pembuktian yakni seperangkat kaidah hukum yang mengatur
tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti
yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna
mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, dengan sistem yang dianut dalam
pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta

kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.?

2 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar
Maju, Bandung, 2003, him. 10.
24 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2006,

him. 3.
25 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di

Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, him. 21.
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Diperlukan cara-cara khusus dalam melakukan pemberantasan korupsi ini,
yakni dengan sistem pembuktian terbalik. Dalam perkembangan sistem
pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan
beban pembuktian (Omkering van het bewijslast). Sistem pembalikan beban
pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik

merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.?

Artinya, jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan
kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum (JPU) akan tetapi dengan sistem
pembuktian terbalik terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidaklah

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sama halnya dalam kasus putusan nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatra Selatan No.552/KPTS/IV/2009
tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat

Augie Yahya Bunyamin Bin Bunyamin (Terdakwa I).

Pada bulan April 2017 panitia pengadaan melakukan proses lelang
pengadaan barang dan jasa PD Perhotelan Swarna Dwipa yang diikuti sebanyak 5
perusahaan, namun 4 perusahaan menyatakan tidak pernah mengajukan
penawaran melainkan yang mengajukan penawaran adalah Juliansyah dan Tim
atas perintath Ahmad Tohir, S.T, M.T Bin Hasbini (Terdakwa II) yang
menandatangani 4 perusahaan tersebut dengan tujuan memenangkan

perusahaannya yaitu PT. Palcon Indonesia - PT. Sayopi Karyatama KSO dengan

2 Tkwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi, Setaara Press, Malang, 2016, him. 80.
¥ Eddy O.S. Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, him. 23.



penawaran Rp. 37.936.904.000. Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi PD Perhotelan Swarna
Dwipa Kota Palembang secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa tersebut
bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pedoman pengaturan
mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas, dan

komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis terencana oleh
oknum seperti dalam kasus ini yang berpendidilan, para birokrat dan penguasa
yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya
proses peradilan. Dari segi represif, kesukaran memberantas korupsi terletak pada
kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Selain
itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga
diakibatkan kesulitan (gagalnya) jaksa penuntut umum dalam mengajukan bukti
yang dapat meyakinkan hakim. Terlebih dari pengungkapan tindak pidana korupsi
memang rumit, penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan,
disamping pemahaman yang benar-benar terhadap peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sulitnya penanggulangan tindak
pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak
pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak

sebanding dengan apa yang dilakukannya.?®

% Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.



Dengan demikian, apabila jaksa penuntut umum tidak memahami hal
tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi sulit dijerat apalagi pintarnya

terdakwa menghilangkan alat-alat bukti.

Sistem pembuktian terbalik baik dalam faktor-faktor pelaksanaan maupun
prosesnya sangatlah penting untuk keberlanjutan dan keadilan hukum untuk kasus

tindak pidana korupsi.

Mengingat pentinganya sistem pembuktian dalam kasus tindak pidana
korupsi, maka dengan ini penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang
berjudul “PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA KOTA
PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS-

TPK/2022/PN Plg.).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang akan
dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi Oleh Perusahaan
Daerah Perhotelan Swara Dwipa Kota Palembang Dalam Putusan Nomor
69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palembang?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus-
TPK/2022/PN Palembang Bila Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban dan

Teori Pemidanaan?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang

menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui pembuktian unsur tindak pidana korupsi oleh Perusahaan
Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Kota Palembang dalam putusan nomor
69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.

Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam putusan nomor
69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bila ditinjau dari teori pertanggungjawaban dan

teori pemidanaan dalam.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai
tindak pidana korupsi yang sampai sekarang menjadi salah satu tindak pidana
luar biasa yang saat ini sedang gencar untuk diberantas.
Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi
bagi para pembuat peraturan Perundang-Undangan untuk lebih efektif dalam
membuat sebuah peraturan yang akan diberlakukan serta untuk mengukur

pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat.



E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah suatu hal yang menggambarkan batas penelitian dan
mempersempit permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.? Penulis
membatasi ruang lingkup dari penelitian dengan menitikberatkan pada suatu
permasalahan tentang pembuktian tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah
Perhotelan Swarna Dwipa Kota Palembang dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus-

TPK/2022/PN Palembang.

F. Kerangka Teori

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan tiga teori yang akan
dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini, yang dimana teori hukum ini
dikembangkan oleh ahli hukum melalui kajian dan temuan. Adapun ketiga teori
ini adalah :
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut responsibility
atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana ini sesungguhnya
tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal
nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau
kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan karena untuk pertanggungjawaban
pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.*® Pertanggungjawaban pidana yakni

pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan

 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian, LKKI, Acch,

2022, him. 32.
3 Mahrus Hanafi, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,

him. 16.
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apakah terdakwa akan dipidana ataupun dibebaskan. Menurut Roeslan
pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif
yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk

dapat dipidana karena perbuatannya itu. !

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut
merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini
adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik
hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan
subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat
dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang
dilarang atau bertentangan dengan hukum. S.R. Sianturi menjelaskan bahwa
pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang
tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap

tindakan yang di lakukannya itu. ¥

Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas
mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam
KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan,
namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan
tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Artinya dalam hal

pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk

31 Rocslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, him. 23.

32 SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Alumni Ahaem-
Peteheam, Jakarta, 1996, him. 245.



membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri
sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka
seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tidak ada penjelasan
lebih lanjut tentang kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan
doktrin dan pendapat para ahli hukum tentang pasal-pasal yang ada dalam KUHP.,
Kesimpulannya ialah dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur
kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan.
Sehingga nantinya untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak
pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur

kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. 33

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan
bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak
ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal
sebagai “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli” yang artinya
lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih
dahulu®* Didalam Perundang-Undangan hukum pidana dikenal asas legalitas,
yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “Tiada suatu perbuatan yang
dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada,

sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa

3 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers,
Jakarta, 2015, him. 52. )
3 Mocljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rincka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 23.



suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur

sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. %

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan
masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri
yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.
Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang
tujuan pemidanaan, yaitu: teori absolut/pembalasan (retributif), teori
relatif/tujuaan (utilitarian), teori penggabungan/pembalasan & tujuan (integratif),
teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori
pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di

dalam penjatuhan pidana. 3¢

a) Teori Absolut/Pembalasan (Retributif)

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad.
Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang
telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai

suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat irasional. Teori

3 Made Darma Weda, “Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, Jurnal
Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, 2013, him. 403. Diakses pada tanggal 22 September pukul
17.13 https:/fjurnalhukumdanperadilan.org/index. php/jumalhukumperadilan/article/download/1 14/
125,

% Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Rafika Aditama,
Bandung, 2009, hlm. 22.
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absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi. *” Menurut teori absolut ini, setiap
kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak ada kata tawar menawar karena

seseorang yang mendapatkan pidana yaitu yang telah melakukan kejahatan.
b) Teori Relatif/Tujuaan (Utilitarian)

Menurut teori relatif, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan
mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku
penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat
ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.
Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa
pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, bukan hanya
sekedar membalas perbuatan pembuat. Menurut pandangan modern, prevensi
sebagai tujuan dari pidana itu sasaran utama yang akan dicapai. Tujuan pidana
dimaksudkan untuk kepembinaan/perawatan bagi terpidana, artinya dengan
penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani

pidananya, ia akan meﬁjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana

tersebut.’
¢) Teori Penggabungan/Pembalasan & Tujuan (Integratif)

Teori ini muncul sebagai reaksi teori sebelumnya yang dirasa kurang dapat
memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang

mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini

37 Masruchin Ruba’l, Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, IKIP, Malang,

1994, him. 5-6.
38 Djoko Prakoso, Hukum Panitensir Di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.
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berakar pada pemikiran yang bersifat konkradiktif antara teori absolut dan relaitf.
Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang
pemidanaan. Rossi berpendapat bahwasannya pemidanaan merupakan
pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan pemidanaan
harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi

justice social (keadilan yang dikehendaki masyarakat).®

3. Teori Pembuktian Hukum

Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan
untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya,
Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, peristiwanya harus terbukti

(beyond reasonable doubt).*®

Dalam sebuah permasalahan benar atau salahnya sesuatu itu harus
terlebih dahulu dibuktikan. Pembuktian yaitu proses bagaimana alat-alat bukti itu
dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang
berlaku. Dalam suatu pemutusan perkara di sidang pengadilan harus dapat
membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya.
Pembuktian ialah masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan
sidang pengadilan. Melalui pembuktianlah mengenai nasib terdakwa dapat
ditentukan, yang mana apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

3 Muladi & Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni. Bandung,
1994, him. 19.

% Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education,
Yogyakarta, 2013, him. 241.
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dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk

membuktikan kesalahan yang didakwakan. 4!
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan jenis
penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini pada dasarnya
menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif
sebagai penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan
kepustakaan sebagai sumber data dalam penelitian.* Pengkajian hukum normatif
meliputi pengkajian pada asas-asas hukum, pengkajian pada sejarah hukum serta

sistematik hukum.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam menulis skripsi ini adalah
pendekatan sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini yakni dilakukan dengan cara menelaah isi dari undang-
undang yang memiliki keterkaitan dengan studi kasus putusan nomor 37/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Plg yang menjadi objek penelitian, yaitu tentang tindak pidana

41 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Liberty,
Jakarta, 1988, him. 14. ) i

42 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, hlm 166.
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korupsi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembalikan beban pembuktian dalam UU

No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

b) Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan Kasus dalam penelitian normatif ini bertujuan untuk
mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam
praktik hukum, cara pendekatannya dapat digabungkan sehingga dalam penelitian
ini dapat menggunakan dua pendekatan yang sesuai. Penelitian ini pada umumnya
bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok,
institusi atau masyarakat tertentu tetang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor -
faktor atau interaksi sosial yang terjadi didalamnya.** Penulis menggunakan
pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk melihat pembuktian
tindak pidana korupsi dalam suatu kasus, yaitu kasus tindak pidana korupsi studi

kasus putusan nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

-, Und.ung-Und:mg Pembuktian l‘mdak Pidana Korupsi
stak .php’ / i 64, diakses pada tanggal 1

Agustus 2023 pukul 01, 14 '
! Bambang Sunggono, Metodologi Penclitian Hukum, Penerbit Rajawali Press, Jakarta,
2015, him. 36.
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perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat
berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.*

Pengolahan dan analisis data pada hakikatnya tergantung dengan jenis
datanya, pada penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder berupa :
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Oleh sebab
itu, dalam mengelola dan mengalisis bahan hukum tidak dapat melepaskan diri dari

berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini didapat dengan cara mencari peraturan perundang —
undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
Bahan hukum primer terdiri dari :

1) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

45 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, him. 141.
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3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan tentang bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa

putusan pengadilan yang dapat mendukung penelitian ini.*

c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti

kamus (hukum) dan ensiklopedia.*?
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan — bahan yang telah berbentuk
sebuah tulisan yang disebut sebagai “bahan hukum”. Dan pengumpulan
kepustakaan dimana sumber bahan hukum berasar dari kepustakaan hukum serta

peraturan Perundang-Undangan.

% PN Palembang, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Plg, Dircktori Putusan MA, Palembang, 2021, him. 1. Diakses pada tanggal 20
September 2023, pukul 05.00

s://putusan3.mahkamahagung go.id/dircktori/putusan/zacc4d0a0387b03cade8313633363334.h

47 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia
Publishing, Malang, 2006, him. 296.
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif
merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam
peraturan Perundang — Undangan, putusan pengadilan dan norma yang ada dan
berkembang didalam masyarakat 4

Menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta mendeskripsikan
hasil penelitian berupa pembuktian hukum tindak pidana korupsi dalam kasus
Masjid Sriwijaya Palembang Sumsel studi kasus putusan nomor 37/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Plg secara kualitatif.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara
berfikir secara deduktif yang dilakukan dengan cara berfikir secara mendasar pada
hal — hal yang bersifat umum dan kemudian selanjutnya dapat ditarik kesimpulan
secara khusus.® Jawaban pada rumusan masalah pada pengkajian yang

diimplementasikan dengan ringkas, jelas serta padat pada fakta hipotesa sebuah

pengkajian.

48 7Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 79.
4 Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 2006, hlm. 67.
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